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Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor
H-HH.05.0T.01.01 Tahun 2010 pada tanggal 30
Desember 2010 dan mulai beroperasi secara efektif dan
sepenuhnya sejak bulan April Tahun2011.

2- Tugas dan Fungsi

1. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan
atau keterangan berkenaan dengan dugaan tindak
pidana terhadap kasus-kasus HKI.

2. Melakukan pemeriksaan administrasi yang terkait
dengan kasus tindak pidana secara eksklusif di
bidang HKI.

3. Meminta keterangan dan barang bukti dari pihak
pemberi informasi / pelapor.

4. Melakukan pemeriksaan terhadap orang lain atau
badan hukum yang diduga melakukan tindak
pidana pelanggaran di bidang HKI.

5. Melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang
diduga terdapat bukti tertulis dan pada saat yang
sama juga menginvestasikan dengan pejabat
berwenang untuk mengukur semua barang
bajakan.

6. Meminta bantuan dari ahli HKI atau bantuan ahli
lainnya dari tenaga ahli dalam pelaksanaan tugas
penyidikan.

7. Melakukan koordinasi dan membentuk gugus tugas
operasional dengan Kepolisian Republik Indonesia
untuk membuat operasi penyergapan ke lokasi
yang mengindikasikan praktek-praktek pelanggaran

HKI.
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UU No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Pidana

b. Peraturan Khusus:

- UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia
Dagang (Pasal16);

- UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain
Industri (Pasal 53);

- UU No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata
Letak Sirkuit Terpadu (Pasal 41);

- UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten (Pasal
129);

- UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek (Pasal
89); ¥

- UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
(Pasal 71)

4. Jenis Proses Penyidikan

a. Tindakan Biasa / Delik Biasa
Penyidikan dapat dilakukan tanpa harus adanya
laporan / pengaduan masyarakat sebelumnya atau
adanya temuan dugaan pelanggaran di lapangan
(hak cipta).

b. Tindakan Berdasarkan Laporan / Delik Aduan

Penyidikan dilakukan berdasarkan
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Sejak dibentuk, Direktorat Penyidikan sudah menerima pengaduan langsung dari pemilik

HKI yang merasa dirugikan atas pelanggaran HKI miliknya. Hal ini dapat dilihat dari tabel berikut :
BEERORELRE. ARZESOMRAETHHMMMEEICHT SREICIVYREEZSE
ETHHMNMMEERENCOERNTERZRELTVS, ChIZET HSHERXLUTOE

L
) STATISTIK LAPORAN PENGADUAN PELANGGARAN HKI
M EER T BT
(2011 ~20134€10R)
PELANGGARAN HKI / fIt9BA EIERE
NO £/A8 JUMLAH
HAK CIPTA PATENT MEREK  |DESAIN INDUSTRI a5t
EEE A AR
2011 2 0 26 6 34
2012 6 2 23 6 37
2013

JANUARI / 18 1 0 1 0 2
FEBRUARI / 28 1 0 1 0 2
MARET / 38 0 0 2 0 2
APRIL / 48 0 0 3 0 3

MEI / 58 2 0 1 0 3

JUNI / 68 0 0 1 0 1

Jull /18 0 0 2 0 2
AGUSTUS / 88 0 0 0 0 0
SEPTEMBER / 9A 0 0 2 0 2
OKTOBER / 10 0 0 2 0 2
TOTAL / &% 12 2 64 12 90
) 134 2% 1% 13% 100%

6. Struktur Organisasi
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Fenerimaan Pengaduan Pelanggaran HEI dari
Iasyarakat / Pemilik HEI (administrasi lengkap)
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Persyaratan Pengaduan

Pelanggaran HKI :

1. Copy KTP pelapor dan copy
KTP saksi sebanyak 2 orang

2. Copy Sertifikat HKI
dilegalisir

3. Surat kuasa jika diajukan
oleh beberapa orang/kuasa

4. Surat Ahli Waris jika yang
melaporkan ahli warisnya
disertakan akta waris
dilegalisir

5. Contoh produk asli dan
produk yang diduga palsu
serta kwitansi pembeliannya

\ minimal 2 alat bukti /
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ndonesia

FFr . JL HR. Rasuna Said Kav 8-9 (Ex-Kantor Imigrasi), Kuningan, Jakarta Selatan

Kepolisian Negara Republik Indonesia
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{£Pr : JI. Trunojoyo No. 3 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan

. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan
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{XFF : JI. Ahmad Yani, Jakarta Timur

Kejaksaan Agung Republik Indonesia
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{£RT : JI. Sultan Hasanuddin No. 1 Kebayoran Baru Jakarta Selatan

Pengadilan Negeri Seluruh Indonesia
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Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
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